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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-

Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 

Anggaran 2023 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krian 

Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut 

merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

  Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 terdiri dari pendahuluan, evaluasi 

pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dana indikatif 

beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang 

dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. 

 Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 

memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan 

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 

Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 

tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja (Renja) pula 

diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah 

maupun mitra kerja. 

 Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen renja ini tidak akan mungkin 

selesai tanpa bantuan dari masing – masing seksi yang membidangi tiap – tiap kegiatan. 

Kami menyadari renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap 

dengan renja ini semua program dan kegiatan yang kami sususn dapat mengarahkan 

semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen serta dapat 

mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga 

diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.  

 

Sidoarjo,   Juni  2023  

CAMAT KRIAN 

 

 

 

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP 

Pembina 

NIP.198003221998101001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana            

Kerja Daerah. 

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

pada tahun 2022 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja  (Renja) Kecamatan Krian 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Renja ini merupakan  dokumen rencana 

pembangunan PD yang berjangka waktu 1(satu) tahun sebagai pelaksanaan dari 

Renstra Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 - 2023 serta pelaksanaan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi dari PD. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Krian 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPJMD 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 dari urusan perencanaan pembangunan 

daerah. 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2023   merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan 

yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Perubahan 

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 

menjabarkan visi dan misi serta arah pengembangan perpustakaan dan kearsipan 

yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini disusun berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. 

 

Hubungan Antar Dokumen : 

 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 

ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang 

sinergi antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi maupun kabupaten / kota 

serta dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang  berbatasan. Oleh karena itu substansi 

penyusunan Perubahan Rencana KerjaKecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2023 harus selaras  dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen 

perencanaan di tingkat provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen 

perencanaan pembangunan kabupaten di Sidoarjo sehingga akan terjadi sinergitas 

perencanaan   pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. 
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Renja merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004          

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu Renja penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 

dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 dan RKPD Tahun 2022 

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2006 – 2025, sehingga kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di 

Kabupaten Sidoarjo adalah menjembatani antara perencanaan strategis, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perencanaan dan penganggaran 

tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan maupun 

program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman 

dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementra (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, 

karena dalam pelaksanaan pembangunan RKPD menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Dalam keterkaitan 

antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk 

mewujudkan perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan 

penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan 

proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat 

untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Krian 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang 

nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Derah Tingkat II Surabaya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5234); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Paraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 

Tahun 2020 Nomor 590); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 

2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D); 

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 
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Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2020 Nomor 43 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 

Nomor 8 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 seri C); 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan PD yang operasional untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, rancangan 

Perubahan Rencana Kerja PD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD 

Kabupaten Sidoarjo, RKPD Kabupaten Sidoarjo selanjutnya sebagai pedoman dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran 

Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan 

rencana sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana  Anggaran dan Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. 

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 

dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan 

kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan 

Krian Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 

2023. RKPD Kecamatan  Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 juga memberikan arah 

sekaligus pedoman bagi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan   visi 

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang seralas dengan Visi Kabupaten Sidoarjo 

2021 – 2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, 

Berkarakter dan Berkelanjutan” dan selaras dengan Misi 1 : Mewujudkan tata Kelola 

Pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan public dan kemudahan berusaha, serta Misi 2 : 

Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian local berbasis 
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UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sector jasa dan industry untuk membuka 

lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. 

 

1.3.2 Tujuan 

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Krian 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) 

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026 mempertimbangkan hasil 

evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun  sebelumnya. Dengan cara demikian 

diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan 

penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003. 

Di samping itu selain yang disebutkan di atas tujuan lain yang hendak dicapai 

adalah: 

1. Memberikan gambaran kemampuan PD dalam melaksanakan misinya dalam 

mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan 

sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi; 

2. Sebagai acuan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam 

mengoperasionalkan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Tugas Pokok dan 

Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo; 

3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Krian 

Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2023. 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)  

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

1.2 Landasan hokum 

1.3 Maksud dan tujuan 

1.4 Sistematika penulisan 

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN   TRIWULAN II 

TAHUN BERKENAAN 

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja PD sampai denganTriwulan II dan capaian  renstra 

PD. 

2.2 Analisis kinerja pelayanan PD 

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan kecamatan 

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
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3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

BAB IV : PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 

BERKENAAN 

 

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 

Kecamatan Krian 

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 Kecamatan Krian, maka perlu 

adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan 

yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.  
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Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Krian Kabupaten 

Sidoarjo Periode Pelaksanaan Tahun 2023 
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Semua sub kegiatan yang ditargetkan di Kecamatan Krian pada triwulan I dan II sudah 

dilaksanakan. Berdasarkan tabel realisasi anggaran tahun 2023, dari tanggal 1 Januari 2023 

hingga triwulan II tanggal 12 Juni 2023, total realisasi anggaran Belanja Daerah pada 

Kecamatan Krian sebesar 39,11 % artinya realisasi anggaran masih tergolong rendah 

penyerapannya yakni sebesar Rp. 4.199.954.233 dari keseluruhan total anggaran sebesar 

Rp. 10.738.565.954, hal tersebut dikarenakan adanya penjadwalan kegiatan atau 

subkegiatan kurang tepat, sehingga perlu mengubah anggaran kas yang sudah direncanakan 

sebelumnya. 

 

2.2 Analisis kinerja pelayanan PD 

Kinerja Kecamatan Krian diarahkan fokus pada kegiatan. Berikut analisis  review 

pencapaian kinerja pelayanan PD selama 3 tahun terakhir antara lain: 

Tabel 2.2 Analisis review pencapaian kinerja pelayanan PD 

 

N
o 

Indikator Kinerja 
sesuai tugas dan 

fungsi PD 

Target Renstra PD 
Tahun ke- 

Realisasi Capaian 
Tahun ke- 

Rasio Capaian pada 
Tahun ke- 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 1. Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
(SKM) 

2. Nilai SAKIP 
3. Nilai RB 
4. Nilai IPP 
5. Serapan 

anggaran 

78,80 
 
 
 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

79 
 
 
 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

85 
 
 
 
78 
27,22 
4,01 
90 

92,5
92 
 
 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

97,59 
 
 
 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

97,7
0 
 
 
73,49 
15,29 
3,41 
94,14 

117,5 
 
 
 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

123,5
3 
 
 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

114,
9 
 
 
94,21 
56,17 
85,03 
104,6 

2 Prosentase 
Penyelenggaraa
n Urusan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
yang difasilitasi 

N/A N/A 68,42
% 

N/A N/A 100% N/A N/A 146,15
% 

 

Pada tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD berdasarkan ketercapaian 

kinerja yaitu tahun 2020 hingga 2022 dibandingkan dengan target kinerja   diketahui bahwa 

pada kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dan serapan 

anggaran mendapatkan hasil yang melebihi target yang telah ditetapkan. Namun pada 

indikator nilai SAKIP, nilai RB, nilai IPP masih belum melampaui target yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pada prosentase penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum 

yang difasilitasi telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan setiap 

indikator kinerja adalah sebagai berikut: 

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 hasil SKM selalu mengalami kenaikan. 

Hasil ini didapatkan karena adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada 
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pelayanan umum untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Sehingga dari tahun 2021 sampai 

dengan tahun 2022 hasil SKM terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 

sebelumnya dan melebihi target yang sudah ditetapkan. Namun pada indikator baru seperti 

nilai SAKIP, nilai RB dan nilai IPP dikarenakan belum adanya ide inovasi di Kecamatan Krian 

dan belum meratanya kompetensi SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi masing 

– masing.    

Presentase penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang 

diifasiliasi oleh Kecamatan Krian sudah terlaksana dengan baik.  

 

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Krian Kabupaten 

Sidoarjo 

 

1. Identifikasi Permasalahan 

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak bisa 

lepas dari isu - isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Kecamatan Krian. Berikut identifikasi permasalahan : 

Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  Kecamatan Krian 

Kabupaten Sidoarjo 

No 
Aspek Kajian Capaian/ 

kondisi 
saat ini 
(Tahun 
2022) 

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan 
Pelayanan PD 

Internal 
(Kewenangan PD) 

Eksternal 
(Diluar 

Kewenangan 
PD) 

1 Hasil Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
(SKM) 

97,70 Sarana dan 
prasarana 
pelayanan 

Pemahaman 
masyarakat 
mengenai SOP 
dan SPP 
Pelayanan 

Belum optimalnya 
kualitas dan 
kuantitas sarana 
dan prasarana 
penunjang 
pelayanan di ruang 
pelayanan 

Kualitas Sumber 
Daya Aparatur 

Kurang 
pemahaman 
masyarakat terkait 
prosedur pelayanan 
yang telah 
dipublikasikan 

SOP dan SPP 
pelayanan 

Dukungan dan 
tindak lanjut 
dari Dinas 
terkait dalam 
penerusan 

Kurangnya blanko 
E-KTP untuk 
mencukupi 
keperluan pemohon 
E-KTP 
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   Ketepatan, 
kejelasan dan 
kecepatan waktu 
pelayanan 

pelayanan 
kependudukan 

Terdapat 
pengaduan dari 
pemohon terkait 
data yang dimiliki 
oleh bank, BPJS 
dan instansi lain 
yang belum 
terupdate padahal 
data sudah 
diperbarui di 
kecamatan 

Penerapan 
teknologi dan 
informasi 

2 Nilai SAKIP 73,49 Ketersediaan 
Sumber daya 
aparatur yang 
memadai 

Peran serta 
dan keaktifan 
dari pihak 
terkait 

Belum meratanya 
kompetensi SDM 
kecamatan dalam 
menjalankan tugas 
dan fungsi aparatur 

Intensitas 
koordinasi dan 
komunikasi antar 
pihak terkait 

3 Nilai RB 15,29 Ketersediaan ide 
dan inovasi 

Peran serta 
dan keaktifan 
dari pihak 
terkait 

Belum adanya ide 
inovasi di 
Kecamatan Krian 

4 Nilai IPP 3,41 Sarana dan 
prasarana 
pelayanan 

Terdapat 
anggaran yang 
direfocusing 

Kurangnya 
anggaran untuk 
meningkatkan 
sarana dan 
prasarana 
pemerintahan 

5 Serapan 
Anggaran 

90 Realisasi tidak 
sesuai 
perencanaan 

Keterbatasan 
penyedia 

Kurangnya 
penyedia yang 
menyediakan 
barang dan jasa 
yang sesuai 
anggaran dan 
spesifikasi 

6 Prosentase 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
yang difasilitasi 

100 Kapasitas aparat Peran serta 
dan keaktifan 
dari pihak 
terkait 

Kurangnya jumlah 
dan kapasitas 
aparat sehingga 
terdapat aparat 
yang bekerja tidak 
sesuai tupoksi 

 

 

2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Berdasarkan kondisi masyarakat dan lingkungan Kabupaten Sidoarjo saat ini, visi 

Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2021 - 2026 “Terwujudnya 
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Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan” 

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–

2026 dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut. 

a. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan tangkas melalui 

digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan kemudahan berusaha; 

b. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian local berbasis 

UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sector jasa, dan industry untuk membuka 

lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan; 

c. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan 

memperhatikan keberlanjutan lingkungan; 

d. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan 

bidang Pendidikan, Kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya; 

e. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai – nilai keagamaan, 

serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga. 

 

Berikut adalah tabel telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten Sidoarjo : 
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Tabel 2.4 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 

 

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan 

No Misi, Tujuan dan Sasaran Permasalahan 
Pelayanan PD 

Faktor 

KDH dan Wakil KDH terpilih Penghambat Pendorong 

1 Misi 1: Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan 
yang Bersih, Transparan dan tangkas melalui 
digitalisasi untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan public dan kemudahan berusaha 
Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan 
pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan 
transparan 
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan 
public dengan memanfaatkan teknologi 
informasi 
 
Misi 2: Membangkitkan pertumbuhan ekonomi 
dengan fokus pada kemandirian local berbasis 
UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sector 
jasa, dan industry untuk membuka lapangan 
pekerjaan dan mengurangi kemiskinan 
Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
yang berdaya saing 
Sasaran 4: Meningkatnya pemerataan 
distribusi pendapatan masyarakat 

Masih kurangnya 
pemahaman aparatur 
dalam perencanaan dan 
pelaporan anggaran dan 
kinerja 

Kurangnya tenaga kerja 
tanpa didukung skill 
yang memadai 

Target  nilai system 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah 
(SAKIP) PD dengan nilai 
A 

Belum optimalnya 
kualitas sumber daya 
aparatur 

Kurangnya pelatihan 
dan diklat perencanaan 
dan pelaporan anggaran 
dan kinerja 

Peraturan perundang-
undangan pedoman 
dalam perencanaan dan 
pelaporan 

Belum optimalnya 
sarana dan prasarana 
penunjang kinerja 

Jumlah sumber daya 
aparatur yang masih 
kurang 

Peningkatan anggaran 
pemenuhan sarana dan 
prasarana penunjang 
kinerja aparatur 

Masih kurangnya 
kemampuan aparatur 
dalam penggunaan 
teknologi 

Kurangnya kemampuan 
penggunaan teknologi 

Analisis jabatan dan 
beban kerja 

Masih banyaknya desa 
yang belum 
menjalankan dam 
membuat dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan yang 
berkualitas 

Masih kurangnya 
partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan 
perencanaan 

Adanya tim 
pendampingan desa 
dari kementrian desa 
guna sosialisasi dan 
pendampingan dalam 
meningkatkan kualitas 
kinerja pemerintahan 
desa 

Masih banyaknya 
aparatur desa yang 
belum memahami 
perencanaan dan 

 Peran aktif aparatur 
desa dalam pelatihan 
dan pendampingan 
serta penyusunan 
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pelaporan perencanaan dan 
pelaporan 
pembangunan desa 
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3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan Kegiatan  PD 

a. Tantangan 

Tantangan yang ada pada Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo adalah : 

1. Kualitas dan kuantitas PNS di Kecamatan masih kurang sehingga berdampak 

terhadap staf yang melaksanakan tugas tidak fokus pada tupoksinya. 

2. Kuranganya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan; 

3. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan 

kinerja aparatur; 

4. Masih kurangnya pemahaman aparatur kecamatan dalam perencanaan dan 

pelaporan; 

5. Adanya Pandemi Covid- 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan harus tertunda 

/ disesuaikan. 

 

b. Peluang 

Peluang yang ada pada Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo  adalah : 

1. Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan 

Krian yang sudah berjalan dengan baik; 

2. Perkembangan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik; 

3. Peningkatan kinerja pemerintah kecamatan Krian setiap tahunnya; 

4. Dukungan pendamping desa oleh kementerian desa dalam perencanaan dan 

pelaporan desa serta dokumen-dokumen desa lainnya. 

5. Adanya jalan arteri yang sangat mendukung dalam peningkatan perekonomian 

masyarakat. 

 

4. Isu-isu Strategis Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 

Penentuan isu-isu strategis di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo disusun untuk 

pembenahan dan dipertahankan. Berikut adalah isu-isu strategis Kecamatan Krian : 

a. Kekuatan (Strenghts) 

1) Struktur organisasi dan tupoksi organisasi yang jelas; 

2) Motivasi bekerja pegawai yang kuat; 

3) Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang cenderung meningkat setiap 

tahunnya; 

4) Peningkatan anggaran setiap tahunnya dalam menunjang kinerja    aparatur 

dan pelayanan publik; 

5) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam  Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 
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6) Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional 

Prosedur (SOP) Pelayanan. 

b. Kelemahan (Weakness) 

1) Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur; 

2) Masih kurang optimalnya koordinasi antar bidang, antar PD dan pihak  terkait 

dalam pelaksanaan kegiatan; 

3) Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam monitoring 

dan pendampingan desa; 

4) Belum optimalnya kualitas kinerja sumber daya aparatur. 

c. Peluang (Opportunities) 

1) Dukungan dari Sekretaris Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dalam 

meningkatkan pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan (PATEN) melalui 

pendampingan, monitoring dan evaluasi; 

2) Perkembangan teknologi dan informasi dalam peningkatan kualitas 

pelayanan; 

3) Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan; 

4) Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik terkait 

kualitas pelayanan melalui kotak saran dan pengisian Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM). 

d. Ancaman/Tantangan (Threats) 

1) Tuntutan Pemahaman aparatur kecamatan terkait perencanaan dan 

pelaporan serta sistem akuntabilitas kinerja yang baik; 

2) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan/musrenbang desa yang masih 

kurang; 

3) Tuntutan pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal daerah; 

4) Sedikitnya desa yang telah melakukan perencanaan dan pelaporan yang 

berkualitas. 

 

Berdasarkan isu-isu strategis di atas maka dapat disimpulkan secara keseluruhan isu 

strategis yang ada pada Kecamatan Krian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a) Belum optimalnya sarana prasarana dan infrastruktur penunjang kinerja aparatur; 

b) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur; 

c) Belum optimalnya pelayanan kecamatan kepada masyarakat; 

d) Belum optimalnya pemahaman seluruh aparatur kecamatan terkait perencanaan dan 

pelaporan; 

e) Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan 

pembangunan daerah, kinerja, dan keuangan. 
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2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo RPJMD 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 adalah tahapan pertama dalam rangka 

mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2006 - 2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan 

menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan 

mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026 telah disusun melalui 

proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan 

perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-

atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang 

masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode 

berikutnya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 

merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dalam hal ini memuat 

sebagai berikut: 

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah 

2. Program prioritas pembangunan daerah 

3. Rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai 

sebagai dasar penyusunan KUA – PPAS. 
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BAB III  

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

 

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 

 Reformasi perencanaan dan penganggaran diawali dengan diterbitkannya 

peraturan perundang‐undangan seperti Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Peraturan perundang-undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 

20/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-

K/L), PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40/2006 tentang Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang 

berbasis Kinerja, berjangka menengah dan sistem penganggaran terpadu. Agar 

penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Berbasis 

Kinerja, dan Anggaran Terpadu dapat dioptimalkan, maka diperlukan suatu upaya 

untuk menata kembali struktur program dan Kegiatan (restrukturisasi program dan 

kegiatan). 

Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan 

perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome) dan keluaran (output). Bahwa  

dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada 

hasil (outcome) dan keluaran (output), serta berbasis pada tugas dan fungsi PD atau  unit 

kerja, maka Bappeda Kabupaten Sidoarjo telah menyusun konsep restrukturisasi 

program dan kegiatan PD. Hasil Restrukturisasi ini akan menyempurnakan Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sidoarjo yang diterapkan mulai 

Tahun 2017, bersama dengan RPJMD baru Tahun 2021 - 2026 Kecamatan Krian 

Kabupaten Sidoarjo telah menentukan arah kebijakan yang akan di ambil. Kebijakan 

tersebut mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang 

merupakan prioritas untuk melaksanakan program kerja Kecamatan Krian : 

a. Mengembangkan kualitas pelayanan yang berbasis kearifan lokal, penerapan 

standart pelayanan dan pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan; 

b. Mewujudkan efektfitas tata kelola organisasi melalui ketercukupan sarana dan 

prasaran aparatur serta administrasi perkantoran; 

c. Meningkatkan kualitas sistem manajemen organisasi melalui peningkatan 

kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas sistem akuntabilitas 

kinerja dan anggaran organisasi; 
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d. Mendorong kemandirian dan kelembagaan pemerintahan desa melalui 

peningkatan koordinasi antar pemerintah dan pihak terkait, pendampingan, 

monitoring dan evaluasi terkait pembangunan dan pemerintahan. 

 

3.2 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan 

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan Sub  Kegiatan pada 

Kecamatan Krian adalah sebagai berikut : 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

6. Penyediaan Bahan/Material 

7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
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PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang 

Dilimpahkan 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan 

2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

 

 

Berikut rincian yang memuat Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Krian Tahun 

Anggaran 2023: 
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Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Krian Tahun 2023 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 

ini merupakan hasil restrukturasi program dan kegiatan yang akan menyempurnakan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sidoarjo. Restrukturisasi di 

tahun 2023, bersama dengan RPJMD baru tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya 

visi dan misi kabupaten sidoarjo serta target dan sasaran pembangunan yang 

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Krian Kabupaten 

Sidoarjo sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang 

bersumber dari anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu. 

Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Krian Kabupaten 

Sidoarjo tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya 

penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan 

sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah 

Kabupaen Sidoarjo maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain. 

Demikian rencana kerja ini diusulkan untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan 

RKPD Perubahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. 

 

 

 

 

Sidoarjo,   Juni  2023  

CAMAT KRIAN 

 

 

 

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP 

Pembina 

NIP.198003221998101001 

 



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

KECAMATAN KRIAN 
Jl. Gubernur Soenandar Prijosoedarmo No. 1 Telp. (031) 8971010  

Email : krian@sidoarjokab.go.id   Website : krian.sidoarjokab.go.id 

KRIAN - SIDOARJO 

 

KEPUTUSAN CAMAT KRIAN 
    NOMOR : 188/385/438.7.8/2023 

 
 
 

TENTANG 
 

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA 

KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO 

TAHUN 2023 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
CAMAT KRIAN 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyusunan 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2023 serta dengan memperhatikan ketentuan 

Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Krian 

tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan 

Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. 

Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 



Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa 'Iimur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indoncsia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

521J4), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 45751; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pclaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2O17 Nomor 136); 

12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – 

Bangkalan – Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo -Lamongan, 

Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan 

Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 57); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12O Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara' Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 



Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Penrbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1787); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2O2I 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahut 2O19-

2O24 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 

Nomor 2 Seri D); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 

Nomor 2 Seri E), sebagimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1O Tahun 

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 

Nomor 8 Seri D); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 7O), sebagaimana telah diubah 



dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 

Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2018 Nomor I Seri C); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 

202I tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D); 

25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor  10 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo; 

26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati 

Kepada Camat. 

 

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor 050/5793/438.6.1/2023 

tanggal 06 Juni 2023 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. 

 
 

  M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : 
 

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023; 

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, 

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

 

KETIGA 

 

 : 

 

Tugas Tim sebagimana dimaksud diktum kesatu adalah 

sebagai berikut : 

a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 

Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023; 

b. Merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dengan 

berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2023; 



c. Menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja 

(Renja) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 

sesuai hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo; 

d. Merumuskan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 

(Renja) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 

berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023; 

e. Menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana 

Kerja (Renja) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2023 sesuai hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo. 

 

KEEMPAT : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 

Krian Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam diktum ketiga, berpedoman pada ketentuan 

Peraturan Perundang - Undangan; 

 
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di  : K R I A N 
Pada tanggal  :     J u n i  2 0 2 3   
CAMAT KRIAN 

 

 
 

 
 

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP 

Pembina 
NIP. 19800322 199810 1 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KRIAN 

NOMOR        : 188/385/438.7.8/2023 

TANGGAL     :       Juni 2023 

================================= 

 

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  

KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 

 

Penanggung Jawab  :  Camat Krian 

Ketua    :  Sekretaris Camat  

Sekretaris   :  Kasubag Perencanaan dan Keuangan  

 pada Kecamatan Krian 

Anggota   : a. Kepala Seksi Pemerintahan 

     pada Kecamatan Krian 

b. Kepala Seksi Pembangunan 

pada Kecamatan Krian 

c. Kepala Seksi Perekonomian 

pada Kecamatan Krian 

d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

pada Kecamatan Krian 

e. Kepala Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum 

pada Kecamatan Krian 

f. Kasubbag Umum dan Kepegawaian  

pada Kecamatan Krian 

 
 
 

       

 CAMAT KRIAN 

 
 
 

 
 

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP 
Pembina 
NIP. 19800322 199810 1 001 

 


